WALTICODTA 1TUJAL
PROWVINGD MALUKU

PERATURAN WALLKQTA TUAL
NOMOR®E TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN AN PENT TARAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGHLIAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

WALIKCTA TJAL,

Menimbang : 4 bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintal,

Manigingalt

B

[N ]

I

Nomor 22 ‘lshun 2015 1cniang Perubahan Alas Peraturan
pemerintah Nomor £ Tabur 2015 tentang Lana Pus
Yang Barsurriber darl ANggiran Punclepatan dan Hekn s
Negara, Walilola raenelapkan rncian Dana [Dosa wnilk
seliap Desw

bahwa berg asarkan perfimbangan sebagaimans dimaksgud
dalars  hurtd s, perlu ditetapran  Peratursn Walikota
wentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincien Dana
Desz Setiap Desa & Kota Tual Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1858 tentang penstapen
Undarg-Undang  Nomor 23 Taemun 1997 wnang
membeniukan Daerat-Deerah Swarantra Tingkat I Dalam
Wilgyahh Dacrah Swamuira Thiagleal 1 Manloo (Lembards
Negara Reput:hk  Indon esia Tabiu 958 Momor L0,
Tambehan  Lemparan  Negara  Republik  mdonesia
Nomar 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ertang Keupngarn
Wegara, [wembaran Negars Republiic Indenesia Tanun 2003
Normor 47, Tambahan lembaran Nezara  Republil
Indoniesia Nomor 4286);

Undang-Undang  MNomwor 1 ‘Twhun, 2004 tetung
Perbendaharaan  Negara  (Lemnbard: Negara  Republik

a4

mdonesia Tahur 2004 Nomor 5, ‘Tembahan tembaran

negara Republik Indenesta Nomor 4355h,

Undang-Undang  Nomor 13 Tzhun 2004 temuang
Pemeriksaan, Pengslolaan dan Tanggung Jawab Kenongan
Negara Lembaran Megeoa Republic indonesia Tahun 2004




a

v,

10k

L1

12,

14,

Undang-Undang Nomor 33 Tshun 2004  tentarg
Parmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negar:i Repubiik (ndonesws
Tahun 2004 Womor 126, Tainbahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2007 Lentang
Pembentukan Kota Tual di Provins: Maluke (Lembaran
Negara Republk  Indonesie  Tahun 2007 Nomor Ly,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indeonesia
Momor 4747];

Undaug-l.]ndang' Nomor 12 Talv.n 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -(Lombaran
Negara Republik Inconesia Tahun 2011 howmwr 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234},

Undeng-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Nepara Republik  Indonesi
Tahurn 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor © Tahun .-0i4 tentang  Desa
(Lembaran Negara Republk [ndonesia Tahun 2014
Momar 7 Tambahan Lembaran Negara Republic Indoresia
Nomeor 5495);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014  tenfang
Pemermighan Daerah  (Lembarar  Negara  Republk
Indonesia Repubnk lnd-::-ncs.ia' Tahun 2014 MNomor 244,
Tammbahan  Lembaran  Negara  Repubilk  Indonesia
Nomor >587;

Pe-aturan Pemerinlah Nomor 33 Tabeo 2005 entang Dana
Perimbangan (Lembaran Megara Hepubilk [Indonesa
Tahmn 2905 Nemor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indongsia Nomor 45;?5];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republile
Indgniesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Regubhk indones:a Komaor 3378,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Toboan 2007 tentang
Pembagian WUrusan Pemerntahzain, antara  Femerostah
Daerah Provinsi dan Pemerintaii Daerah’ Kabupaten/Kowm
iLermbaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara Republik
indongsia Nomor 4737];

Peraturan Pemeriniah Homo}r 7l Tahun 2010 tentzng

Qtandar Akunianst Pemenntahan  |Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahvn 2010 Nomor 123, Tambahan
A ran Negara Reonubik Indoresia Nomor 3LE5);




15.

16.

18,

15.

20,

21,

23.

24

Peraturan Pemerintah  Nomar 43 Tahun 22014 tensang
Peraturan © Pelaksanaan Undang-lUndang Nomor 6
Tahun 2014 tentdng Desa sebagaimana  diubeh  dengars
Peraturan Pemeintzh Nomor 47 Tahun 2015 (Letbaran
Negara Repulbiik Indonesia  Tsahun  20i4 homar 157,

‘Tambahan Lznbaran NHegara S puablids Indornestn

Nomor 5717,

Peraturan Presiden Nomor 127 Tanwn 2015 teniang
Rincian Anggaran Pendalatan Dan Belanjaz Nepara (APEN)
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Nepara Repubiik
Indonesta Tzhun 2015 Nomor 285):

Peaturan Menateny Dalam Megeri Nomor 3 Taqun 2006
tentang  Pedomizn  Pengeloizar Keuvangan  Dacrah,
sehage gmaza telah diubak dalam Peracuran Merierr Dalam
Neperni Nomor 21 Tahun 2011 tenk: g Perubabar: Kedua
atas Peramuran Menieri Dalam MNegeri MNomor 13 Tabun
2006 tentang DPedomman crpgelolaan Keuanpan Daerah
(Berita  Negara  Republix  :ndcnesia Tahun 20113
Nomor 310);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 64 Tahan 2013
tentang  Penerapan  Swandar  Akuntangi  Pemerintah
Berbasis Akrunl Pada Pemerintah Doerah (Rerita Negara
Repubik Indonzsia Tahun 2012 Nomoar 1425);

Peraruran Menteri Daam Negeri »omor 1 oTahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukurs Naemh  [Berits
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 fzhun 2014
tentang Pcengelolaan  Kewangan  Desa (Beria Negars
Repubik Indooes ia Tahun 2014 Nomor 2003);

Peraiurar Wenters Desa, Pembangunan Daerzh T pal
dan Transmigrasi Nomor 2@ 7ahwl 2015 t=riang
Penetapan Priorites Déngguraan De:. lesa Talun 2076
(Benta ~ Negara  Republik Indoncsia  Tahur 2003
Nomor 297);

Peraiuran Menlen Dalam MNegeri Nomor 52 Tahun 2013
tene g Pedoman Penyusunan Angparan Pendapatan dan
Belang Degrah Tzhun 2016 (Berita Nepara Republik
Indonesia Tahun 20i5 Nemoer 19345,

Peraturan Menteri Keuangan Kemer 93 Tahun 2025
tentang Taw Cara Pengalokasian Pernyaliran, Peigpunaan,
Pemantavan dan Ewvaluasy Dane s:sa {Berla Negam
Hepublik Indonesia Tanun 2315  Nomor 684);

Peraturan Dacrah Kota Tual Nomor 01 Tahur 2008 tentang
Organisast dan Taia Kena Sekretariat Daerah dagg



IMenetapkan .

26,

3.

al.

Peraturan Daeran Kots Tual Tomer 02 Tahon 2008 cmang

Organisasi dar Tal  Kerg Kecamatan dan  Weluraban
[Lembaran Daerah Kota Tual Tan- 2008 demor 102,
Tambahan Lembaran Daeran Kota Tual Nomor 1012]);

Pergruran Daerah Kot Tual Nemor 03 Tahun 2008 tentung
Organisasi dan Tatz  Kerja  Lembaga ‘Teknis  Daersh
Lembaran Daerah Kota Tual 'Tahun. 2008 Nomor 1043,
Tamhbahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomoe 10130

. Peraturan Daerah Kga Tual Nomor 04 ‘lahun 2008 tenfang

Organisas: dan Taia Kerja Dinas Naerah [Lenbaran Daciein
Kovz ‘Fusl Tahun 2008 Monior 04, Tambahan Lemberan
Daeah Kota Tua. Nemor 1014);

. Peraturan Daersh Kota Taal Normeos 03 Tahun 2009 rentzng

Folkol-Pokok Fﬁ]'l;g:”:DlELEi'l Kenangan Dacab sebagaimans
telain  dibah  dengan  Peraturan  Deerah  Nomor DO
Tahun 2014 tentang Perawmiran Daerah Kota Tual Nomor 3
Tahur ZXW tentang Pokck -Pokok Pengelulaan Kesuangar
Daerah (lemoamn Dacmh  Kows Teal  Tahun 2044
Momor U7, Tambanan Lembaran Dyerah ot Tusl
Nomor 2017); ’ '

. Peraturan [Daeran Zota Tual Nomor i Tahun2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Herja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Dacrah (Lembaran Daerah Kaota Tual
Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran  Daerah
Kota Tual Nomor 30250

Peraturan Daerah Kotz Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pembagiarn  Urusan  Pemermtakan  Deaam  Lingkup
Kewenangan Pemwnntabh Osetab Ko Tual Tabon 20214
iLembaran Dacrah Kowa Tual Tzhur 2011 Nomar 38,
Tambahan Lembarar Dzerah Kota Tuil Nomor 4046);

Peraturan Daerah Kota Tual Nornor 05 Tahue 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) Takun
Anggaran 2016,

MEMUT USKAN:

PERATURAN WALIKOTA TUAL TERNTANG  TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENE TAPAN RINCIAN DANA DESBA SETIAP
DESA DI KOTA TUAL TAR UN AMGGARAN 2014

Bak 1
HKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Walikosa inl yang dmisud dengan

1. Daergh zcalah Dagrah Kota Tual;




4, Waryl Walhkoia adalabh Wakil Wahkota Tual;
Sekretarial Daerah dan Seigetriat DPRD adalh Selerctariat Dacrah
Karaz Tual den Sexretariat DPRD Kota Tual:

£, Desa adalah desz dan desa adat arau yang disebur dengan nama ladoe,
seianjutnya disebdut Desa, adalah kesalilan masyaralkal nuloam: vang
memili batas wilayah yang berwenang untule mengatur darn mengarus
arisan pemerittahan, képentinga:’:_ masyacakat serempal Serdasarkan
praikarsa masyarakat. hak zsal usul, darjfata;: c:aic tadisicnal wyang
diaxti dan dihormati dalam sisten: pemenntahan Negara Kesaiuan
Republik Indonesia. '

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Megara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer elaiul
Anggaran T¢ndapatan dan  Belanja BDacrah  Kabugpaten/Keota  dan
diginakan  uniuk  membiaval  penyelengg araan  pemerintahal,
pelakssnaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  den
pamberdayaan mas) rarakat '

8. Pemerintah Desa adaleh Kepala Desa ataw  yang  disebut  dengan
name lain dibantu perangkal Desa  $edagai unsur penyeléngpary
Pemerintahan Desa;

¢ Jurnlah Desa adalely jumiah Desa vang dicetapkan oleh Menter: Dalam
Negeri;

1G. Anggarar Pendapatan dan Ee'anja Desa, yang se€lanjulnya disuigkal
APB Desa, acalah rencara keuangan tanunan Pemerintahan Desa,’

Paszxsl 2

Peraturan Waliketa ini menetapkan Rincian Dana Des: uniuk setiap Desa i
Kowa Tuet Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercamun doiam Lampiran |
yvang merupakan bagian yvang ticak terpisahkan duri Peraturan walilom Tual
i, '

Pasat 3

Rinctan Dara Desa untuk setiap Desa di Kate Tual Tahun anggaran 2UL6
sehag almana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secars meraa don
berkeadilan oeidasarkan:

z. alckas: dasar, dan

b. alokasi formuila yang dihitung dengar mempe-chatikan jurnlah pendodui,
angka Kemisldanan, hias wilayah, dan ideks leesuliian geogrufis  desa

fsetiap' kabupatenfkota.
Pasal 4

Alokesi dasar per desa sebapgamana dimeksad dalam Pasal 5 huami o
dibizung berdasarkan alokasi dasar per kebupatenfkots dibagi jumlab o me
szbagaimena telzh ditetapwar: dalam wrcprean Perarocsn Peesider, tertang
Peraturan  Fresider Nomuar 137 Teqwne 2010 lenlag,  Rinclan  Angesienn



Pasal 5

Alokas1  furmula  dikitung  berdasarkan  dara  jumlah  pendudak, oaogla
leerniskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pzada Casal 3 huraf b VETLE
bersumber  dan kemerterian  yarg berwenang dan/nu u  lembaga  yang
menyeienggarakan urusan pemérintahan d bidang statisdi.

Pasz!l B

Penghitungan alokas) formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada nasal 9
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai bericuc.

W= (0,23 x 2V » (033 x Z2 + (G4 x Z3) + {030 y Z&)) % [(DDkab/ kot -
ADlkab/kote)

" Keterangar:

W= Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkayn jumlah penduaduk, angka
wemisidnan, luas wilayah, dan tinglat kesutitan geografis Desa setiap Kota

~Z1 = rasio jumliah penduduk sebap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

22 = raeio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk imniskin
Desa nasional

23= rago luas wilayah Desa seliep Desa terhadap total penduduk miskin Desa
nesiona.

Z4 = rasio [KG Kota terbadap total IKG Kota yang wemiliki Sews

DDkeb/kota = pagu Dana Jesa Kota
ADkab/lcote = besaran AD unlux gset:ap Desa dikali!<an jumiah Desa dalam Kota

Pasal ?

indeks kesilitan geografis Desa sebogaimana dimalscd i Preal 2 Rotui b
clsusin dan ditetapkar olea Waliketa bere asarkan data dsvl Kermenterian YaIR
herwcnang dsnfatat lembaga vang cmenyelenggaaian  urasan pemarintain di
bidang statistil

Pagz: 8

1) Penyaluiran Dsna Desa dilakukan meiztn  pesmmdab bukuan  dan der
Rekeming Ras mum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa

3] Pemindabhbukuan &an Rekening Kas Umum Daerah ke Qekening Kas Umion
Desa dilakukan  2alng lambat 7 jtujub; nza kery  acicleh Dana Desa
ditenma di Rekening Kas Umum Daerah _

(3] Penyaluran Dana Desa dGilakukan secara, bertahap:
2. tahap | sexsar 60% [enar puluh perseratus);
0. iahap I sch csar 40%em pat puluh perseratus); dan



a. peaturan Desa mengenal APE Desa kepada Wahkotz.

b. laporan realiszsi penggunaan Dana Desa tahun anggoisn ‘sebelumnya..

(3j Penvaluran Dana [Desa tahap 1 dilakukan secelah Kepaly  Desa

TIETVAIN paikarn:

a laporan reabsssi penggunaen Dana Desa tahap [ kepaca Walikota.

b, iaporan icalisasi penggunaan Dana Desa wmhap | sebagaimana dimaksd
pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa. tahap 1 tclah
digunakan. sebesar % (hmapulun per seratus}.

[6] Rincian Dana Desa yang diterima Desa sctiap tahun dianggark an calam

AFEDesa

Pasal 9

i1)Fepggunaan Dana Desa untuk priorias hidang Pembangunan Lesa  dan
Pernberdavaan Masyarakat Desa jar1g menjadi priovitas kegiatan, anggaran
den heanju Desa vang disepakaii dar diputuskan meialil Musyawarat. Desa,

[2'Basi keputusar Musyawarah Desa sebagaimanz dimaksud pada ayat -{])
harus menjadi zcuan bag penyusunzn Xeccana Kepja Pamenntan Desa dap
AFR Desa

"3 Rencana Xerja “emenntah Desa den Anggaran Pendapaian dan Beianjz Desa
sehagaimana dimaksud pada ayat ) dierapkan dalam Seratumn Desa;

[4iPricritas penggunaan [ana Desa diarahkan untuk pelalisanzan pmgrém tlan
kegiatan Pumnbangunan Desa sebagaimar -a dimaksud pada ayat (1}, meliputi:

4. Pembanguran, aengembargan, dan pemeliharazn ‘nfrasig<inr  alau

sarana den prasarana fisik unfux peoghidepan.  termasuk ketahanan
pangan dan perrmukisan;

=

pernrangunarn, pengembangan dar pemeliharaan saraha dan prasarana
kasehatan masyarakat;

¢. pembe.ngunan, penge mbare zn dan pemeliharazn  oand dan prasaana
perdidikan, sosil dan kebudavaan:

d. pergembangan usaba ckonoem: masgrarakat, meliputi ;1emt-anglmaﬂ clan
pemelnaraan sarana prasarana produicsi dan distribusi; dan/atau

e, wembanguran dan pengembangan Sdrana-prasarini enerzl feroanlkan
serta kegiatan pelestanan iingkurgan nidup.

[5iFmoritas  penggunaan [Dana Desa uriuk program dan  cegatan  bialang
Permberdaysan Maswarakal Desa  szbagaimana dimaxsud pada ayat (1%
Aimiocasilken  untuk mendanay kegiatan yang  brertujuan MENIERLA0 20
kapasitas warga amau masyardicar dese dalam penso changan wirausgha,
peningkatan pendapatan, serta serlugsan skala ekoromi individy warga atasdl
kelompolk masyarakal dan desa, antara lain:

a. peningkearan invesiasi ckonomi desa melalul pergadaan, pengembarnipeil
atau pantuan alzi-alat produksi, permodalan, dan peringkatan kapas:as
melalul pelatihan dan pemagangzam,

I dukungarkegiatan exgnormi baik yang dikembarglan clah BUM Desz atau
DLW Desz Bersgrrz, maupan olen kelompek dar atau leihaga ekonoin



c. bantuzn peningkatan kapasilas untuk program dan legiatan  ketabizian
pangan Dess;

d. pengorgznisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan  paralegal dan
bantuann hukum rhasiarakat  Desa, wemasw< pembentuican Kader
Perrberdarecean Masverakat Desa [KPMD) dan pengembangsn  kapasilas
Ruanrg Rzla’ar Masvarakat di Desa [Community Cﬁfﬁt:fﬂﬂ;

e, promosi dan edukasi keseilatan masyarakat seqta gerakan hedup bersih

dan Senat, lermasuk  peringkatan kapasitas pengelolaan  Ppsyandu,
Puskesdes, Pofndes dan  ketersediaan  atae  keberfungsial  ignaga
medis fswamedikasi di Desa; -

I dulkungan tethadap kegictan pengelelaan  Hutarn/Pantal Desa  dan
Hutan/Fanzai Kemasyarakstan:

g peningkatan Kapasitas kelompck mesyarakar. untuk energl terbarvkan dan
pelestarian hng:<ungan hidus: dan/atau

h bicang xegiatan pemberdayazn ekonomi laimy: cang Sesusi Gengan
analizsa kebutvhan desa dan telah ditetazkan dalam Musyawarah Desa.

(5] Dana Dese dapa: digunakan antux membiavai kegiatan yang tidak ermasuk
dalam priorites penggunaah dana cdesa sctelah mendapat persstujuar
Walikota

{7) Persetujuan Walkota sebagaimana dimaiksud dalam ayat (6) diberikan padsa
saar evaluasi rancangan peretura desa mengenal APBDesa.

Pasal 10

Pengelolaan  keuargan desa  dikelola sesual  d2ngan  wetsntlan  peruicdang
ungdangan dalam masa ! [salu) wahun #nggaran erbilaong mulai L Janaa
samptl dengan tanggal 31 Desember

casal 11

(L)Setwap Penpgeluaran belar;a atas bebsn APBDess harus didukung dengar
bukti yang lengkapdan sak.

2] Bukti sebagameana dimai<sud pada ayat () harus mendepat pengesaiian oleh
Sakretaris Desa aias kebénaran material yvang tien®ul deel penggenamr huoko
dimak sued.

(3] Pengeluaran  kas desa yang menpakibaikan beban a#EDesw Llidalk choms
dilakukan sectelum rancargan pecaturan desa wentarpg APBlesa dite: span
menjad peraturan desa.

[4) Bendahara desa sebagai wajb punguet paple penghasilan (PPA) dan pajak
lainnya, wajib menyelorkan sewrul: penen:naan potcngan thn palak yEng
dipingutslya ke relceaing kas ncgara scsuai dengan letentilan peratunan
peruandang -undangan.

Pasal 12
[1} Kecoala Deza dengan dikpordingsikan oleh Camat semupar  menyampailan
iaporan realises! penggunaan Dana Desa semesler ! dan semester [L kezara
WELkoTa




3

|4

a Tefzp ! paling lambat mingge keemgpat bulan Juli Tahun Anggaran
e adan

i1

Tahap [ pakng lambat minggu keempat bulan Sepreniher fahun
Anpgoatan beralan.

¢. ‘aporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambas
minggu keempat bulan Febrian. Tahun Anpgaran berikutnya.

Pa=al 13

Wailkotz menunda senyaluran Dang Desa dalam hal Kepela Do vidal
menyampaikan  APBDesa  danjaiau laporan readsast peilf Lmaan
namesier achelumnya-

Penundaan  sebagaimana — ayat 1 diakuar.. BEMpLL CENEan
disampaikannya APBDesa danfatau laporan  realisas)  SENggUnaan
semesisr sckhelumnya.

walikota menguzangi penyaiuran dana desa dalans hal  ditemrikan
penyimpangan pe.eksanaan yang inengakibatkan SILPA tidalc wajar.
SiLPA Dana Desa yang bdak wajar sebagaimana dirnaksud pada syal 131,
koerups, sisa Dana Desa yang melebihi 30% (dge nuluh per seratus, Chatt
Dara Desa yang diterima Desa.

15} Pengganaan Dana Desa yang tdak sesual deng:s~ “nociay srbagaimansg

cimaksud paca ayat 4 huruf a tdak mendapu.kan perssicean clars
Welikota.

(3} Pengurangan Dana Dess dilaporkan pieh Walkola kepaca Wenten

Keuangancq Zirektur Jenderal Penmbangar. lKeuangan.

Pasai 4

Peramarar: Walikota ind mula’ berlaka pada tanggal diundarghkan,
Az seiiap  Orang mengeiahui, momermtankan peongundengan TPorataarn
Walilkota mi dengan menempatkannva dalara Berita :oocrabh Rara Toal.

fearr 2016

Dinndangi<an di Tual
pada tanggal Januari 2006
SEXRRETARIS DHERAH XOTA TUAL




LAMPIRAN FREATIRAN Y ALUKQTA TU AL

MOMOR o TARUN 2016

e s i o e s e - T SPAST
M KECAMATAN ' DE3A . TrANA TIESA
__ I IRp)
; 4 X a
Cio Pulew Dulan Selawn G Tual (1182 767,000
© 2 Pdlgy Duidah Selan G Tawe -ydg ’3!5 WG
3 Pulay Duteh Uas _ — CRdme L 91d66.oon!
A4 Dulau Dulah Uare  _oNpa di o 7u8542.000 -
_5 ;Pulag Dutlan Utara ~ 0 iueh_ T bEasEe 0Dy
"6 Palau Duizh Uara " ilabeaws I BETEIIOUL
7 iPulau Dullah Uwa __ Termedan L 726 088 (o
8 Pulay DG leh Uara [ Qheigahe 7 T7l354gi000
___f-,‘i_._ Pulauw Jullah LVrara .Q]:l(‘._tl" o L B3 e U0l
._]J I'Ju:du LJu .ah JLdui B . Duliah_ L.ﬂm o BT NG% 002
L Tayanwio Tam ._‘ f*’“.&‘«*l L E . t” HHSQ Soe
_‘12 J_n‘randu T amo o Tavand o nrg,g m o Ff'-Hi"ELﬂU _
13__gm ando Tam ;T ayando¥amn el . 931 L 36000
Tavando fam - iTavando Onmrs] o TG B IS DUU
1" "l‘a;-.fdndr.. ']Fm e |1‘Jn¢:amln "r‘amﬂs _____ . 7 'I’? ¢ » K u,_.
_ ltaJ Pulau-Pulau K a1 "J‘_MI ybyal B9 62i5.000°
17 F' Ilau-F'ula..l Kue o Kair mos u _”l? 10 . 63 aan
lﬂ;PLl_lﬁa:y_F‘ulau ‘Zur i kl.-ﬁkwwm R L-H?B‘ fﬂ"lﬂ
C 1B Pulau-Pulau F{_L_n- I _m_z_c}_]m L n&g 774. UUE).
2, PulgwPulay Kur - 7 [Zermaf DL 073477000
21 KurSetlatars | 5 arara " 658u"0480.00
_22:Kur Selatan _[_w'arlmz R 1 671010000
23 AurSelaw n . L ymas. _bA 1762000
20{KorSegap ____Ruom ein. ) 78301200y
2:: “Kur S el a tan s | H onmt hSBGEbU 9 0
% KueSelatan "' Tilen T T 676094000 ¢
27 Ky Selan_ T T IMe a7 U 76RBST.000
T AT T 303456800
Lial,
o




